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Abstrak -- Tulisan ini mengkaji penggunaan pesawat UAV dalam pengamanan wilayah perbatasan
Indonesia-Malaysia, menganalisis Prosedur, Aplikasi, Infrastruktur, dan Data UAV Dittopad dan
Skadron Udara 51 TNI AU serta kematangan Kesiapan (Preparedness), Pemahaman
(Understanding), Gaya Manajemen (Command Style), dan Sistem Nilai (Ethos) UAV Skadron Udara
51 TNl AU dan Dittopad dalam menunjang interoperabilitas. Metode penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam, observasi peran serta dan studi dokumentasi. Untuk mengetahui kredibilitas data,
dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penggunaan
pesawat UAV dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dilakukan melalui kegiatan
pengumpulan data, pengamatan udara, pengintaian udara, dan penentuan target. Kedua, Level of
Information System Interoperability (LISI) di Direktorat Topografi TNI AD dan Skadron Udara 51 TNI
AU dari segi prosedur, aplikasi, infrastruktur dan data yaitu Level o (Isolated Level) dari segi data,
Level 1 (Connected Level) dari segi prosedur dan aplikasi serta Level 2 (Functional Level) dari segi
infrastruktur. Ketiga, tingkatan Interoperability Maturity Model (OIM) baik dari aspek, Kesiapan,
Pemahaman, Gaya Manajemen dan Sistem Nilai antara Direktorat Topografi TNI AD dan Skadron
Udara 51 TNI AU dapat disimpulkan masih berada pada Level 1 (Ad hoc).

Kata Kunci: Unmanned Aerial Vehicle, Pengamanan Perbatasan, dan Interoperability

Abstract - This paper examines the use of UAV aircraft in securing the border areas of Indonesia-
Malaysia, analyzing not only the Procedures, Applications, Infrastructure, and Data UAV at Dittopad
and 51°* Squadron of TNI AU but also maturity Readiness (Preparedness) Understanding, Command
Style, and Value System (Ethos) UAV at Dittopad and 51** Squadron of TNI AU in supporting
interoperability. The research method using qualitative approach, where data collection is done
through in-depth interview, participant observation and documentation study. To know the credibility
of data, done with triangulation technique. The results showed that first, the use of UAV aircraft in
maintaining the border area of Indonesia-Malaysia is done through data collection, air observation, air
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surveillance, and targeting. Second, Level of Information System Interoperability (LISI) at the
Directorate of Topography of TNI AD and 51°* Squadron of TNI AU in terms of procedures, applications,
infrastructure and data are Level o (Isolated Level) in terms of data, Level 1 (Connected Level) in terms
procedure and applications and Level 2 (Functional Level) in terms of infrastructure. Third, the level of
Interoperability Maturity Model (OIM) from aspects, readiness, understanding, management style and
value system between the Directorate of Army Topography and Air Squadron 51 TNI AU can be

concluded still at Level 1 (Ad hoc).

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, Border Security and Interoperability

Pendahuluan

ndonesia merupakan negara
maritim, dengan luas wilayah
perairan 6.315.222 km?> dengan
panjang garis pantai 99.093 km serta
jumlah pulau 13.466 pulau yang bernama
dan berkoordinat. Sedangkan, luas
wilayah daratan Indonesia mencapai
1.910.931,32 km?, atau sekitar sepertiga
dari luas wilayah perairan 4. Luasnya

wilayah  Indonesia yang bercirikan

kepulauan ini  memiliki konsekuensi
adanya wilayah teritorial yang berbatasan
langsung dengan 10 negara tetangga dan
wilayah
langsung dengan tiga negara tetangga

dimana panjang batas daratan sekitar

daratan yang berbatasan

3.044 km.> Kondisi wilayah Indonesia yang
sangat luas, strategis, dan kaya sumber
daya alam, serta
perbatasan darat dengan berbagai negara
tetangga tersebut tidak hanya
berkontribusi  sebagai faktor yang
menguntungkan, namun juga berpotensi
menimbulkan ancaman yang pola dan
bentuknya kompleks dan
multidimensional.  Dinamika
tersebut sudah sepatutnya direspon

panjangnya garis

semakin
ancaman

melalui pengembangan kemampuan
pengawasan terhadap wilayah
perbatasan.

Panjangnya bentangan garis batas
wilayah  NKRI dengan negara-negara
tetangga
pengawasan secara terus menerus dalam

mutlak memerlukan
rangka mengantisipasi berbagai bentuk

ancaman  yang  mungkin  terjadi.
Berdasarkan data dari Direktorat Wilayah
Pertahanan Kementerian Pertahanan
(Ditwilhan Kemhan), garis batas wilayah di
Kalimantan yang panjangnya sekitar 2.004
km telah ditandai dengan patok sebanyak
20.311 buah, terdiri dari tipe A 7 buah, tipe
B 46 buah, tipe C 542 buah, dan tipe D
19.716 buah. pOs-pos
pengamanan perbatasan yang berjumlah
sebanyak 97 pos telah dilengkapi dengan

komunikasi radio dan

Meskipun

kendaraan
bermotor, namun patroli masih belum
dapat menjangkau seluruh  wilayah
perbatasan dan tidak dapat terus-menerus
dilakukan. Sesuai data Ditwilhan Kemhan,
selama tahun 2013-2014 masih terjadi
pelanggaran wilayah perbatasan darat,
diantaranya berupa pergeseran/ hilangnya
patok batas sebanyak 71 patok dan
berbagai aksi penyelundupan barang dan
manusia yang sulit dipantau. Kondisi
tersebut belum termasuk pelanggaran
batas wilayah laut sebanyak 11 kali dan
pelanggaran  batas
sebanyak 15 kali.

wilayah  udara

4 Kardono Setyorakhmadi, Melawat ke Timur, (Jakarta : Buku Mojok, 2015)
5> H. Batubara, Survei Batas Wilayah, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011)
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Sejumlah kendala/permasalahan
yang sampai saat ini dihadapi dalam
menjalankan pengawasan wilayah
perbatasan Indonesia diantaranya adalah:
a. Dukungan sarana prasarana dan alat
peralatan/Alutsista yang digunakan
untuk menjalankan pengawasan di
wilayah perbatasan belum memadai
diperbandingkan  dengan

luasnya coverage area yang harus selalu

apabila

dipantau dan diamankan.

b. Patroli pengawasan wilayah daratan,
khususnya di  sebagian
perbatasan, belum dapat berlangsung
secara optimal dan menyeluruh, karena
masih dilakukan secara konvensional,

wilayah

dengan menggunakan kendaraan
bermotor atau bahkan harus berjalan
kaki akibat kondisi medan yang cukup
berat dan sulit diakses/dilalui apabila
menggunakan kendaraan bermotor.

C. Pemantauan citra bumi melalui satelit
yang selama ini dijalankan oleh

Lembaga Penerbangan dan Antariksa

(LAPAN)

kamera

Nasional meskipun

menggunakan beresolusi
tinggi, namun kurang efektif apabila
terhalang oleh awan dan cuaca buruk,
serta belum dapat digunakan untuk
pengamatan dan tracking terhadap
benda bergerak, seperti kendaraan,
kapal laut, dan pesawat terbang.

d. Meskipun sebagian pos pengamanan
perbatasan darat yang diawaki oleh
prajurit TNI AD di Kalimantan saat ini
telah dilengkapi dengan UAV taktis,
namun penggunaannya masih belum
efektif

memantau wilayah selama 1 x 24 jam

mengingat belum  dapat

dan jarak jangkaunya relatif terbatas.
Data hasil pengamatan udara yang

dihasilkan oleh UAV taktis tersebut
belum dapat digunakan secara real time
dan belum dapat langsung disebarkan
kepada
berkepentingan.

satuan lain yang
Pemanfaatan sistem Unmanned
Aerial Vehicle (UAV) pada dasarnya dapat
menjadi sebuah alternatif yang tepat guna
permasalahan yang ada,
sekaligus sebagai respon atas pengaruh

mengatasi

pesatnya kemajuan teknologi, serta
sejalan dengan penerapan Revolution in
Military Affairs (RMA), yang diantaranya
ditujukan untuk mencapai kemampuan
Network Centric Operation atau Network
Centric Warfare. Sistem UAV adalah satu
kesatuan sistem penerbangan pesawat
tanpa diawaki oleh manusia, yang
dikendalikan dari jarak jauh baik secara
manual  ataupun  otomatis  yang
didalamnya terdiri atas pesawat tanpa
awak, muatan, sumber daya manusia,
sistem kendali, jaringan data, dan elemen
pendukung.

Kemampuan sistem UAV dalam
menjalankan pengawasan wilayah
nasional melalui udara dengan kekhasan
dan keunggulannya, diantaranya dari
aspek ketinggian, fleksibilitas dan daya
jangkaunya, risiko operasi yang dapat
diminimalisir, serta kemampuan terbang
dalam jangka waktu relatif lama, menjadi
pertimbangan yang signifikan dari wahana
udara tanpa awak tersebut untuk dapat
diberdayakan sebagai alutsista yang dapat
diandalkan guna mendukung pertahanan
negara. Pengembangan sistem UAV yang
mengedepankan teknologi, integrasi dan
interoperability, menjadi sangat vital,
sehingga diharapkan akan dapat menjadi

solusi yang efektif dan efisien guna
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menjalankan pengawasan wilayah
perbatasan Indonesia secara terpadu,
dalam rangka mendukung terjaga dan
terlindunginya kedaulatan negara,
keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan
segenap bangsa dari segala bentuk
ancaman. Terkait hal tersebut, peneliti
tertarik untuk melaksanakan penelitian
tentang penggunaan sistem UAV dalam
pengamanan

Indonesia,

wilayah perbatasan

khususnya di Kalimantan
dimana telah dioperasikan sistem UAV TNI
AU oleh Skadron Udara 51 di Lanud
Supadio Pontianak, dan UAV taktis
multirotor maupun fixed-wing di pos-pos
perbatasan yang
dioperasikan oleh TNI AD. Penelitian akan
difokuskan

interoperability dari berbagai sistem UAV

pengamanan
untuk menganalisis level

yang dioperasikan tersebut, baik dari
aspek
organisasi,
Information Systems Interoperability (LISI)
Reference Model yang dikombinasikan

sistem  informasi  maupun

menggunakan Level of

dengan Organisational Maturity Model.
belakang
tersebut, permasalahan dalam penelitian

Berdasarkan latar

ini dirumuskan sebagai berikut:
efektifitas penggunaan
pesawat UAV dalam pengamanan

a. Bagaimana
wilayah perbatasan Indonesia saat ini?

b. Bagaimana sistem informasi (Prosedur,
Aplikasi, Infrastruktur, dan Data) UAV
Dittopad dan Skadron Udara 51 TNI AU
dalam menijalin interoperability?

C. Bagaimana Kematangan Organisasi

(Kesiapan (Preparedness), Pemahaman

(Understanding), Gaya

(Command Style), dan Sistem Nilai

(Ethos)) UAV Dittopad dan Skadron

Manajemen

Udara 51 TNl AU dalam menunjang
interoperability?

Tabel 1. LISI Reference Model

Nature of
Operational Information
Interaction

Corresponding
Interoperability
Level

5]

P

Enterprise . PRLUTICE Enterprise
Level  InteractivefaSRe  Nodel

Cross-Domain

; S Enterprise 4
Interactive Manipulation

Shared

. World .
o Domain 3 Domail  rounwar RN Domain
Applications & Databases Level Networks LG

Complex
Media Exchange

Simple

Simple Connected | 1| LocaliSite
Connection

Electronic Exchange Level ol

Manual Tsolated Access

I} /
Gateway Control N/A~ |Independenf Private

Gambaran Desain Penelitian

Penelitian  ini  dijalankan  dengan
menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif, untuk melakukan analisis
terhadap level interoperability sistem UAV
guna mengetahui efektivitas
penggunaannya dalam sistem
pengamanan wilayah perbatasan
Indonesia-Malaysia. Analisis dijalankan

dengan menerapkan LISI Reference Model
dalam mengevaluasi level interoperability
sistem UAV, yang dikombinasikan dengan
Organisational ~ Maturity =~ Model.  LISI
Model

interoperability  dari

Reference mengukur  level
aspek

informasi sistem UAV melalui keempat

sistem

atribut kunci yang membangun domain
interoperability, yaitu: Prosedur (P),
Aplikasi (A), Infrastruktur (1), dan Data (D)
atau dikenal dengan atribut PAID. Hasil
pengukuran atribut PAID akan digunakan
dalam menentukan level interoperability,
serta mengidentifikasi kesenjangan atau
kelemahan interoperability secara spesifik.
LISl meliputi Level o (Isolated), Level 1
(Connected), Level 2 (Functional), Level 3
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(Domain), dan Level 4  (Enterprise). asaln | nisas
Organisational Interoperability Maturity ya i
- asaln
Model mengukur kematangan organisasi ya
untuk  menjalankan  interoperability, Colla | Doktrin | Sharin | Pemi | Shari
dengan atribut kunci terdiri dari borat | umum |g sahan | ng
Preparedness, Understanding, Command ive dan komu | jalur | fung
Style, dan Ethos. Level Organisational sejumla | nikasi | pelap | sif
h dan oran | kegu
Interoperability Maturity Model meliputi pengala | penge | perta | naan
Level o (Independent), Level 1 (Ad hoc), man tahua | nggu |;
Level 2  (Collaborative), Level 3 n ng tL/'iua
- tenta |jawa |n
(Integrated), dan Level 4 (Unified). ng ban | sasar
Pengintegrasian penilaian level LISI topik- | yang | an,
Reference Model dengan Organisational topik | diling | siste
Interoperability Maturity Model dilakukan terten | kupi | m
- tu deng | nilai
untuk mengembangkan standar penilaian an cecar
aspek interoperability sistem UAV dari suatu | a
sudut pandang sistem informasi yang rantai | signif
lebih  menekankan aspek teknologi koma | ikan
technol hasis), serta dari sudut ndo | dipe
(technology emphasis), serta dari sudu tung | ngar
pandang organisasi yang lebih gal uhi
menekankan aspek komando kendali dan oleh
sumber daya manusia (people emphasis). orga
nisas
Tabel 2. Organisational Interoperability i
Maturity Reference Model asaln
Under | Com ya
Prepare standi | mand Etho Ad Pedom | Komu | Pemi | Shari
dness s oo
ng Style hoc an nikasi | sahan | ng
Unifie | Pekerja | Share | Hom | Sera umum | elektr |jalur | fung
d an d ogen | gam onik pelap | si/
harian dan oran | kegu
normal sharin | perta | naan
dan g nggu
lengkap infor | ng
Comb | Doktrin | Sharin | Satu | Shari masi jawa
ined | yang g rantai | ng ban
mendet | komu | koma | etos, Indep | Tidak Komu | Tidak | Shari
aildan | nikasi | ndo | nam ende | ada nikasi | ada ng
berpen | dan dan un nt kesiapa | via intera | fung
galama | penge | intera | masi n telepo | ksi si/
n tahua | ksi h n, dll. kegu
mengg | n deng | dipe naan
unakan an ngar secar
nya organ | uhi a
isasi | oleh terba
orga tas
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Kerangka Pemikiran

Dinamika  perkembangan lingkungan
strategis,
terkini di kawasan regional, dihadapkan

dengan wilayah Indonesia yang terdiri dari

khususnya  perkembangan

ribuan kepulauan dan perairan yang
sangat luas, dengan kekayaan sumber
daya alamnya, serta posisi strategisnya di
kawasan Asia Pasifik.
lingkungan strategis tersebut diantaranya

Perkembangan

menimbulkan berbagai ancaman nyata

bagi Negara Indonesia berupa
pelanggaran wilayah perbatasan,
kejahatan lintas negara,
perompakan/pembajakan, masuknya

pelaku terorisme dan faham radikalisme,
separatisme, serta berbagai kegiatan
ilegal lainnya yang memanfaatkan wilayah
perbatasan. Sehubungan hal tersebut,
didasarkan pada konsep Revolution in
Affairs terkait
paradigma system of systems, sistem UAV
dapat
dikembangkan pengoperasiannya dalam

Military khususnya

sangatlah  potensial  untuk

pengamanan wilayah perbatasan
Indonesia secara lebih efektif. Penelitian
ini  diarahkan  untuk
penggunaan sistem UAV dari aspek
interoperability dengan sistem lainnya
menggunakan  LISI

Reference Model yang memiliki atribut

menganalisis

melalui  penilaian
Prosedur, Aplikasi, Infrastruktur dan Data
(PAID), dengan
Organisational Interoperability Maturity

dikombinasikan

Model yang memiliki atribut Kesiapan
(Preparedness), Pemahaman
(Understanding), Gaya Manajemen

(Command Style), dan Sistem Nilai (Ethos).

® Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,

(Bandung : Alfabeta, 2012).

Hasil penilaian
interoperability Sistem UAV diharapkan

berupa level
akan dapat dalam
mengidentifikasi  dan
kelemahan yang ada sehingga sistem
dapat lebih efektif dalam mendukung

digunakan
memperbaiki

pengamanan wilayah perbatasan
Indonesia-Malaysia.
gt e p e
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini yang
dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu
metode pendekatan yang menempatkan
pandangan terhadap sesuatu yang dikaji
secara subyektif.  Penelitian kualitatif
sebagai metode

berlandaskan pada filsafat post positivisme,

penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek alamiah, dimana peneliti adalah
sebagai teknik
pengumpulan data dengan triangulasi,

instrumen kunci,

analisis data bersifat induktif atau kualitatif,
penelitian  kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi®.

Penelitian ini dijalankan melalui
sejumlah tahapan, yang meliputi tahap
pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan,

dan hasil
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dan tahap analisis data. Pada tahap pra-
lapangan kegiatan yang dilakukan adalah
menyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, mengurus perijinan,
menjajaki dan menilai lapangan, memilih
dan memanfaatkan informan, menyiapkan
perlengkapan
mempertimbangkan

penelitian, serta
persoalan  etika
tahap pekerjaan
lapangan kegiatan yang dilakukan adalah

penelitian. Pada

memahami latar penelitian dan persiapan
diri, memasuki lapangan, dan
berperanserta mengumpulkan
data. Sedangkan pada tahap analisis data
dijalankan pula interpretasi data yang

sambil

merupakan upaya untuk memperoleh arti
dan makna yang lebih mendalam dan luas
terhadap hasil penelitian yang sedang
dilakukan. Pembahasan hasil penelitian
dilakukan dengan cara meninjau hasil
penelitian secara kritis dengan teori yang
relevan dan informasi akurat yang
diperoleh dari lapangan’.

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah subjek dari mana data
dapat diperoleh, terbagi menjadi dua
bagian yaitu data primer dan data
sekunder®. Data primer yang diperoleh
langsung
catatan lapangan, dan
pengamatan terhadap obyek penelitian,

peneliti  secara melalui

wawancara,

dan sumber data sekunder yang diperoleh
peneliti dari arsip dan dokumen yang
sudah ada.

7 Moleong, L. J., Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Bandung : Rosdakarya, 2013).

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,

2013).

Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-
orang yang terlibat langsung sebagai
informan atau narasumber, khususnya
Strategi
Kementerian Pertahanan, Badan Sarana
Pertahanan Kementerian Pertahanan, Staf
Perencanaan dan Anggaran Kasau, Staf

pejabat di Pertahanan

Pengamanan Kasau, Staf Operasi Kasau,
Direktorat Topografi Angkatan Darat, dan
Skadron Udara 51/PTTA Lanud Supadio,
Pontianak.

Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah adalah sasaran
ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu tentang
sesuatu hal objektif, valid dan reliable
tentang suatu hal (variabel tertentu)?.
Sesuai dengan sumbernya, obyek
penelitian ini terdiri dari yaitu obyek
primer dan obyek sekunder. Obyek primer
adalah obyek yang diperlukan melalui
sumber primer, sebaliknya obyek
sekunder adalah obyek yang diperoleh
melalui sumber sekunder. Obyek primer
penelitian ini meliputi transkrip/rekaman
hasil wawancara dan hasil korespondensi
informan serta hasil
lapangan

dengan sistem informasi berupa prosedur,

dengan
observasi/catatan berkaitan
aplikasi, infrastruktur , data kematangan
organisasi dalam penggunaan UAV di
Skadron Udara 51 TNI AU dan Dittopad.
Sedangkan obyek sekunder meliputi
dokumen tertulis berupa flight manual,
buku-buku teks, naskah, dan bahan-bahan

9 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung :
Alfabeta, 2012).
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berkaitan dengan UAV yang secara
keseluruhan berfungsi untuk mendukung
obyek primer.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah sebagai
berikut:

a. Wawancara Mendalam.  Wawancara
mendalam atau wawancara tak
berstruktur kepada para
narasumber/informan, yang terdiri dari
para pengambil kebijakan, pimpinan
satuan/organisasi, dan  pelaksana
operasi, yang terkait dengan sistem
UAV maupun pengamanan wilayah
perbatasan  Indonesia-Malaysia  di
Kalimantan, teknik
pengumpulan data primer yang paling

relevan dalam penelitian ini. Untuk itu,

menjadi

perlu dipersiapkan
terlebih  dahulu yang
sejumlah

pedoman
wawancara
memuat pertanyaan-
pertanyaan pokok (leading question)
terkait pengembangan sistem UAV
guna mendukung pengamanan wilayah
perbatasan Indonesia, yang akan

kepada para

narasumber/informan.

diajukan

b. Studi Kepustakaan. Studikepustakaan
digunakan untuk menerapkan teori dan
konsep yang relevan serta juga untuk
mendapatkan data dan informasi yang
terkait
pengembangan sistem UAV guna

dengan penelitian, yaitu

mendukung  pengamanan  wilayah

perbatasan Indonesia.

Pengumpulan
data

Penyajian
data

h 4

Penarikan
kesimpulan/
Verifikasi

Reduksi
data

Gambar 2. Hubungan Analisis Data
dan Pengumpulan Data

¢. Pengamatan/Observasi.

Pengamatan/observasi dijalankan oleh
peneliti secara langsung terhadap
obyek-obyek yang relevan dengan
penelitian, misalnya pesawat fasilitas
hanggar, dan kegiatan penerbangan
UAV yang dimiliki Skadron Udara 51 TNI
AU dan Dittopad.

Teknik Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini dimulai
dengan menelaah semua data yang telah
berbagai
Berikutnya adalah melakukan reduksi data

dikumpulkan dari sumber.
yang dilakukan dengan merangkum,
memilih pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya dan membuang
yang tidak perlu

memberikan gambaran yang lebih jelas

hal-hal yang

sehingga akan

dan akan  mempermudah  dalam
melakukan pengumpulan data
selanjutnya.

Selanjutnya adalah mengadakan
pemeriksaan  keabsahan data dan
dilanjutkan dengan penafsiran data

tersebut serta mengolahnya menjadi teori
substantif dengan menggunakan teknik-
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teknik tertentu. Pemeriksaan keabsahan
data dijalankan dengan menggunakan
teknik dengan
membandingkan data dari sumber-

triangulasi,

sumber yang berbeda sehingga peneliti
yakin terhadap kebenaran dan
kelengkapan data.

Tahap penyajian data adalah sebuah
tahap lanjutan analisis dimana peneliti
singkat, bagan,
hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

menyajikan  uraian
Penyajian data dalam penelitian ini peneliti
menuangkan dalam teks yang bersifat
naratif dan dirancang guna
menggabungkan informasi yang tersusun
sehingga mudah dipahami.

Tahap penarikan kesimpulan atau
verifikasi merupakan tahap interpretasi
peneliti atas temuan penelitian yang
diperoleh dari hasil wawancara, observasi,
atau studi kepustakaan. Kesimpulan harus
dicek kembali untuk memastikan tidak
adanya kesalahan.  Kesimpulan yang
dikemukakan masih bersifat sementara
dan akan berubah apabila tidak ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Pembahasan Hasil Penelitian
Penggunaan Pesawat UAV di Wilayah
Perbatasan

Kompleksitas ancaman saat ini terlihat
dengan menurunnya eskalasi operasi
militer klasik seperti invasi dan perang
terbuka serta ditandai dengan semakin
meningkatnya perang asimetris melalui
aksi-aksi  lintas batas negara dan
kewarganegaraan.  Ancaman ini dapat
berupa agresi, aktivitas intelijen, blokade,
pencurian aset dan sumber daya alam,

penyebaran penyakit dan sebagainya.

Signifikasi tersebut menuntut negara
untuk memiliki strategi penanganan

wilayah  perbatasan  negara  yang

komprehensif untuk mencegah dan
mengatasi berbagai ancaman yang berasal
dari wilayah perbatasan negara.

Sebagai respon untuk menjawab
kebutuhan pengamanan khususnya di
wilayah perbatasan, maka pengoperasian
pesawat UAV menjadi suatu skala prioritas
dalam menjalankan misi untuk
memperkuat kemampuan pemantauan
termasuk daerah perbatasan. Selain itu,
dengan digunakannya pesawat UAV
dalam pelaksanaan tugas, cepat atau
lambat, akan diketahui juga oleh pihak-
pihak yang sering melakukan pelanggaran

hukum. Akan tetapi hal ini dapat

berdampak  positif dengan  makin
sempitnya  peluang atau  bahkan
mempersulit dalam menjalankan

rencananya. Pada akhirnya, penggunaan

pesawat UAV  dimaksudkan  untuk
memperkuat jaringan pengamanan di

wilayah perbatasan.

Interoperability UAV Skadron Udara 51

TNI AU dan Dittopad dengan
menggunakan Model Penelitian
Referensi Level of  Information

System Interoperability (LISI)

Evaluasi interoperabilitas sistem informasi
yang meliputi aspek prosedur, aplikasi,
infrastruktur dan data dengan
menggunakan model Level of Information
Interoperability ~ (LISI)  yang
diterapkan pada pengoperasian pesawat
UAV jenis Aerostar di Skadron Udara 51 TNI
AU dan jenis TOP X6, TOP X4 di Direktorat

Topografi TNI AD pada pengamanan

System

wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di
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Kalimantan tergolong dalam level antara
lain level o untuk aspek data, level 1 untuk
aspek prosedur dan aplikasi, serta level 2
untuk aspek infrastruktur. Penelitian
dengan mengunakan model LSI telah
dicocokkan
melihat ciri-ciri yang ada pada Model LISI,
sebagai berikut:

a. Prosedur: Fokus pada berbagai bentuk

disesuaikan dan dengan

pedoman yang
interoperability
doktrin, misi, arsitektur, dan standar.

b. Aplikasi: Mewakili/melambangkan
aspek-aspek fungsional dari sistem.
Fungsi-fungsi ini terkandung dalam

mempengruhi

sistem,  termasuk

komponen-komponen peranti lunak
sistem, dari proses-proses tunggal
hingga rangkaian aplikasi-aplikasi yang
terintegrasi.
¢. Infrastruktur: Mendefinisikan rentang
dari komponen-komponen yang
adanya
sistem-sistem,

memungkinkan interaksi

diantara termasuk
peranti keras, komunikasi, layanan
misalnya,

sistem, dan keamanan,

infrastruktur  melibatkan  protokol,
memungkinkan layanan peranti lunak,
dan dukungan struktur data untuk
aliran informasi antara aplikasi-aplikasi
dan data.

Data: Termasuk format-format dan
standar-standar data yang mendukung
interoperability di semua level. Data
melingkupi seluruh rentang model dan
format dari teks sederhana hingga

model data enterprise.

Level of Information
Interoperability (LISI) di Direktorat
Topografi TNI AD dan Skadron Udara 51
TNI AU

System

a. Prosedur

Dalam membangun

upaya
interoperabilitas, secara teknis
pengoperasian pesawat UAV dalam
lingkup TNI AU dalam hal ini di Skadron
udara 51, ditandai dengan dilengkapi
prosedur yang menjadikan pedoman
pengoperasian UAV  dan
kebijakan-kebijakan tingkat internal
dimana berada pada komandan satuan.
Prosedur yang dimaksud tersebut
mencakup penggunaan flight manual
book yang masih memakai produk
pabrikan dan kesesuaian terhadap
standar yang telah digunakan. Salah

satu yang menjadi penekanan dalam

dalam

prosedur adalah tercapainya aspek
keamanan dari aplikasi-aplikasi yang
dimiliki oleh pesawat UAV. Melalui
pencapaian keamanan yang terbebas
dari intervensi- intervensi yang dapat
mengganggu pengoperasian pesawat
UAV maka langkah pertama menuju
tahap prosedural yang memungkinkan
terjadinya konektivitas langsung yang
sinergi antara sistem yang dibangun
Dittopad dan Skadron Udara 51 TNI AU.

Peneliti dapat menyimpulkan
bahwa Pengoperasian pesawat UAV
baik Direktorat Topografi TNI AD dan
Skadron Udara 51 TNI AU telah memiliki
prosedur namun masih digunakan
secara internal yang berupa flight
manual  disamping Buku Petunjuk
Teknis (Bujuknis) tentang PTTA dari
Mabesau serta flying procedure yang
dimiliki Dittopad.
tercapainya keamanan bagi prosedur-

Disamping itu

prosedur yang ada telah memenuhi
prosedur persyaratan dan hal ini
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termasuk bagian dari Level 1 pada
Model LISI.

. Aplikasi

Ditinjau dari segi waktu atau jadwal,
pemanfaatan dari aplikasi-aplikasi data
dalam pengoperasian pesawat UAV
belum secara spesifik didukung dengan
kebijakan khusus, sehingga yang terjadi
di lapangan adalah kebanyakan hanya
berupa kesepakatan-kesepakatan yang
dilaksanakan secara verbal antara pihak
Direktorat Topografi TNl AD dan
Skadud 51 TNI AU dalam pelaksanaan
operasi di lapangan. Hal ini juga
disebabkan karena infrastruktur yang
terdapat di Direktorat Topografi TNI AD
dan Skadron udara 51 TNI AU yang
berupa  server masih  memiliki
keterbatasan dalam hal penyimpanan
data (data storage). Dari segi atribut
aplikasi, Direktorat Topografi TNl AD
dan Skadron Udara 51 TNI AU belum
memberikan kemampuan untuk
berbagi data dengan aplikasi lainnya
melalui bentuk repositori umum yang
diperuntukkan bagi pemanfaatan hasil
pengoperasian UAV dengan didukung
infrastruktur  jaringan yang baik,
berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa hal tersebut dapat
dikategorikan termasuk dalam Level 1
dalam Model LISI Interoperabilitas.
Aplikasi-aplikasi yang dimiliki baik oleh
pesawat UAV Dittopad dan Skadron
Udara 51 belum terkoneksi secara
langsung namun menggunakan driver
yang sifatnya umum.

. Infrastruktur

Dalam penelitian yang dilakukan
diketahui bahwa Infrastruktur yang
dibangun Direktorat Topografi TNl AD

dan Skadud 51 TNI AU sudah
menggunakan jaringan LAN (Lokal Area
Network). Berdasarkan hasil penelitian
dapat disampaikan bahwa untuk
infrastruktur termasuk dalam Level 2
pada Model Interoperabilitas Teknis
LISI, akan tetapi Infrastruktur yang
dibangun Direktorat Topografi TNI AD
dan Skadud 51 TNl AU ini belum
memiliki karakteristik bahwa setiap
pangkalan data yang terhubung dalam
jaringan dapat saling berkomunikasi
satu sama lain. Direktorat Topografi TNI
AD dan Skadud 51 TNI AU belum
mampu menyediakan layanan data
yang dapat di share secara langsung
melalui jaringan internet.

. Data

Evaluasi interoperabilitas aspek data
dalam model LISI pada pesawat UAV
antara Direktorat Topografi TNI AD dan
Skadron Udara 51 TNI AU meliputi
format data atau struktur file yang
masing-masing  digunakan  secara
khusus untuk mendukung
pengoperasian pesawat UAV. Format
tersebut sering Dbersifat eksklusif
terutama dalam hal penggunaan
aplikasi, dalam arti hanya dapat diakses
oleh operator yang bersangkutan.
Sebagai contoh, Direktorat Topografi
TNl AD format data yang dihasilkan,
umumnya disajikan berupa Joint
Photographic Group (JPG) yaitu mampu
menayangkan warna dengan
kedalaman 24-true bit colour, Tagged
Image File Format (TIFF) yaitu format
gambar yang fleksibel biasanya
menyimpan menyimpan 16 bit per
warna yaitu merah, hijau dan biru untuk
total 48 bit atau 8 bit per warna yaitu
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merah, hijau dan biru untuk total 24 bit
(dalam bentuk petafoto) dan untuk
mengetahui posisi dengan KMZ adalah

format file Google Earth untuk
menyimpan tanda letak, informasi
jaringan link, dan banyak lagi.

Sedangkan Skadron Udara 51 TNI AU
dalam bentuk video, format MP4.
Berdasarkan model data pada
atribut UAV di Direktorat Topografi TNI
AD dan Skadud 51 TNI AU termasuk
0 dari Model
Interoperabilitas Teknis LISI, dimana
terdapat beda hasil yang dikeluarkan
dikarenakan tidak adanya kesamaan
aplikasi yang digunakan sehingga data

dalam jenis Level

yang diperoleh hanya dapat
dioperasikan pada pesawat organisasi
yang Dbersangkutan tanpa adanya

terjadi share data. Akan tetapi, dalam
mendukung pelaksanaan operasi guna
tercapainya keamanan di wilayah
perbatasan Indonesia-Malaysia maka
kepala satuan kerja yang terlibat dari
Dittopad dan Skadron Udara 51saling
melaksanakan koordinasi dan arahan

sesuai perintah dari komando atas.

Tabel 3. Interaksi Aplikasi UAV di

Direktorat Topografi TNI AD

No Aplikasi YA | TD
K
] Sederhana (teks, telp, fax, | V
chatting)
2 | Transfer File \
Basic Messaging(email | V
3 tanpa attachment)
Advance Messaging (email \%
4 dengan attachment)
Basic Operations | V
(dokumen, briefing,
> gambar, peta, tabel,
database)
6 | Web Browser \Y
7 | Video Teleconference \Y
Shared data (tampilan \Y
8 situasi, database
exchange)
Interaktif(cross \Y%
9 | applications/antar aplikasi

yang berbeda-beda)
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Tabel 4. Interaksi Aplikasi UAV di

Skadron Udara 51 TNI AU

Tabel 6 Infrastruktur UAV
di Skadud 51 TNI AU

D No Infrastruktur ya | TPK
No Aplikasi YA K
. Re-entry  data  secara v
Sederhana (teks, telp, \% manual
! chatting) X Removable media v
, Transfer File \Y% (flashdisk, dIr)
Aliran informasi satu arah
Basic Messaging(email \Y 3 (one-way) v
3 | attachment) Aliran informasi dua arah v
Advance  Messaging  (email v 4 (two-way)
* | dengan attachment) Jaringan lokal (Local Area
Basic Operations (dokumen, > Network/LAN) v
5 briefing, gambar, peta, tabel, | V Jaringan global (Wide Area v
database) ® | Network/WAN
Web Browser \% : Py :
6 7 Topologi Multidimensional \Y
5 Video Teleconference \%
Shared data (tampilan situasi, | V Tabel 7. Data UAV di
8 | database exchange) Direktorat Topografi TNI AD
Interaktif(cross No Format dan Standar YA | TDK
9 applications/antar aplikasi yang | v Data
berbeda-beda) ] Private Data \Y%
, Media Formats \%
Tabel 5. Infrastruktur UAV di Direktorat
Basic Data Formats \
Topografi TNI AD 3
TDK Program  Models & | V
No Infrastruktur YA * | Advanced Data Formats
] Re-entry data \Y 5 Domain Model \%
secara manual
i Removable media v 6 Database Management \Y
(flashdisk, dll) Systems
Aliran  informasi \% 7 Enterprise Model v
3 |satu arah (one 8 Cross-Enterprise Model \Y
way)
Aliran  informasi \%
4 | dua arah (two-
way)
Jaringan lokal \%
5 | (Local Area
Network/LAN)
Jaringan global \Y
6 | (Wide Area
Network/WAN)
Topologi \Y
/ Multidimensional
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Tabel 8. Data UAV di Skadron Udara 51 TNI AU

No Format dan Standar Data YA TDK
1 Private Data v
, Media Formats Vv
3 Basic Data Formats Vv
4 Program Models & Advanced Data Formats Vv
5 Domain Model Vv
6 Database Management Systems vV
7 Enterprise Model Vv
g | Cross-Enterprise Model Vv

Tabel 9. Hasil Analisis THE LISI REFERENCE MODEL PADA SKADRON UDARA 51

PROSEDUR APLIKASI INFRASTRUKTUR DATA
1.BUJUKNIS/FLIGHT MANUAL OPS GUN | JENIS UAV. AEROSTAR BP | JENIS VIDEO
BOOK GMS DAN FORMAT

MOAV MP4
2. HASIL MATUD BLM BISA DI RANGE MAX 250KM
SHARE BISA

0s. INTEROPER
3. BELUM ADA MOU WINDOW ABILITY DG

S ISR FORMAT

YANG ADA
4.KOORDINASI LAP
LINE OF SIGHT

APLIKASI.

STAND FREK. C-BAND/UHF

ALONE

SISTEM KOMUNIKASI
MENGGUNAKAN
INTERKOM

INFORMASI DATA LINK
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Tabel 10. Hasil Analisis THE LIS REFERENCE MODEL di Direktorat Topografi TNI AD

OS. WINDOWS 10

APLIKASI

2.STREAMING/DATA KOMPUTER DAN

EXACT INTEL REMOTE PSWT DG
KOMUNIKASI

3. BLM ADA MOU 900HZ

4.UAV FULL

OTOMATIS

5.KEAMANAN DATA
DISIMPAN DLM
PESAWAT

RANGE MAX 40KM

RESULUSI 10CM (PIXEL/CM)

KOMUNIKASI
INFO WIFI

PROSEDUR APLIKASI INFRASTRUKTUR DATA
1. FLIGHT MANAUAL | GUN GLOBAL JENIS UAV. MULTIROTOR | JPG, TIFF,
BOOK MAPPER,AGISOFT, | TOP X6, TOP X4 KMZ
MISSION PLANER, INTEROPERABILI
GOOGLE EART TY DG FORMAT
ARCGIS MAP YANG ADA
SOURCE

Interoprability teknis berdasarkan
Referensi Level of
System Interoperability (LISI) di Direktorat
Topografi TNI AD dan Skadud 51 TNI AU
masih termasuk dalam antara lain Level o
(Isolated) untuk aspek Data, Level 1
(Connected) untuk aspek prosedur dan

Information

aplikasi serta Level 2 (Functional) untuk
aspek infrastruktur. Hasil evaluasi
tersebut diatas ditandai dengan entry dan
re-entry dari data hasil operasi pesawat
UAV baik di Dittopad maupun Skadron
Udara 51 yang masih dilakukan secara
manual, aspek standarisasi dan security
masih menjadi acuan dan jaringan internet
dengan menggunakan Local Area Network
sehingga masih jauh mencapai tingkat

Interoperability yang diharapkan dan bisa
naik ke level domain (integrated) dan level
yang sempurna tingkat interoperability
yaitu level enterpice (universal). Level
interoperability untuk aspek prosedur,
infrastruktur ~ dan data
ditampilkan dalam grafik dibawah ini:

aplikasi,

Interoperability UAV Skadron Udara 51
TNI AU dan Dittopad
menggunakan Model
Organisational Interoperability Maturity
Model (OIM).

Dalam model Organisational
Interoperability Maturity Model (OIM)
terdapat lima tingkatan interoperabilitas

dengan
Penelitian

organisasi dan digambarkan dalam empat
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atribut. Tingkatan ini disebut Unified,
Combined, Collaborative, Ad hoc dan
Independent, untuk selanjutnya tingkat
dengan
"Cooperative” agar lebih mencerminkan

"Ad hoc" diberi nama
definisinya™.

Kondisi Interoperability di Direktorat
Topografi TNI AD dan Skadud 51 TNI AU
Analisis Interoperability yang didapat dari
penelitian di Direktorat Topografi TNI AD
dan Skadud 51 TNI AU dengan penerapan
model  Organisational Interoperability
Maturity Model (OIM) kedalam interaksi
antara Direktorat Topografi TNI AD dan
Skadron Udara 51 TNI AU, dapat dijelaskan
faktor-faktor
yang menjadi bahan penilaian sebagai
berikut:
a. Kesiapan (Preparedness)
Tingkat Kesiapan (Preparedness) antara
Direktorat Topografi TNl AD dan
Skadron Udara 51 TNI AU dinilai pada
Level 1, dimana UAV yang dimiliki baik
Aerostar TNI AU maupun TOP X4 dan
TOP X6 Dittopad telah memiliki doktrin
yang dijadikan

dengan mengumpulkan

pedoman  dalam
pengoperasian UAV yang dimilikinya
dan sering digunakan dalam latihan
maupun operasi yang diselenggarakan
oleh TNI dan Angkatan masing-masing.
(Understanding).
Tingkat Pemahaman (Understanding)
antara Direktorat Topografi TNI AD dan
Skadron Udara 51 TNI AU dapat dinilai
berada di Tingkat 1.

tentang situasi dan konteks operasi

b. Pemahaman

Pengetahuan

terjadi pemahaman diantara kedua

'° Clark dan Jones, Organisational Interoperability
Maturity Model for Q, (Canberra:
ResearchGate,2011)

belah pihak dan terdapat beberapa
fasilitas komunikasi yang digunakan
bersama baik melalui frekwensi C-
BAND/UHF, Sistem Komunikasi, Inter

komunikasi maupun menggunakan
saluran telepon (Electronic
communications and shared

information).

Dalam pelaksanaan di lapangan
walaupun masih terdapat kendala di
saluran komunikasi dan sharing informasi
yang dapat mengakibatkan organisasi
Direktorat Topografi TNI AD dan Skadud 51
TNI AU belum terlaksana secara sinergi
akan tetapi masih dapat diatasi dengan
sarana komunikasi yang ada melalui FREK.
C-BAND/UHF, Siskom, Interkom maupun
menggunakan saluran telepon (Electronic
communications and shared information).
Bedanya saluran komunikasi tersebut
merupakan dampak dari bedanya aplikasi-
aplikasi yang dimiliki baik Dittopad
maupun Skadron Udara 51. Data-data
informasi yang diperoleh memiliki bentuk
yang berbeda dimana pesawat TOP X6 dan
TOP X4 dalam bentuk foto sedangkan
pesawat Aerostar TNI AU dalam bentuk
video, namun hal tersebut dapat dipahami
melalui komunikasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan saluran komunikasi
yang tersedia.

c. Gaya Manajemen (Command Style)
Gaya Manajemen (Command Style)
antara Direktorat Topografi TNI AD dan
Skadud 51 TNI AU dinilai berada di Level
1. Gaya manajemen yang diterapkan
memiliki kesamaan antara Direktorat
Topografi TNI AD dan Skadud 51 TNI AU
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cenderung lebih direktif dari komando
atas dalam gaya manajemen (reporting
lines of responsibility) sesuai dengan ciri
khas dalam organisasi militer. Hal ini
cukup dipahami dalam pelaksanaan
latihan dan operasi yang selama ini
pernah terjadi akan tetapi sampai saat
ini dinilai masih terdapat kendala di
lapangan  diantaranya  kurangnya
keakraban antara organisasi terutama
dalam setiap interaksi personel yang
mengawaki UAV.

d. Sistem Nilai (Ethos)

Terdapatnya  kepercayaan  dalam
pencapaian tujuan bersama,
kepercayaan akan terbangun apabila
terjadi keakraban diantara personel
Direktorat Topografi TNl AD dan
Skadud 51 TNI AU sehingga diharapkan
akan mencapai tingkat yang lebih tinggi
dengan melaksanakan latihan bersama
secara berkala dan berkelanjutan.
Tingkatan sistem nilai untuk Direktorat
Topografi TNI AD dan Skadron Udara 51
TNI AU berada pada Level 1. Seringnya
pelibatan UAV yang dimiliki Dittopad
dan Aerostar TNI AU dalam operasi dan
latihan merupakan bentuk kepercayaan
dari Pimpinan TNI. Hal ini dikarenakan,
adanya bentuk sharing tujuan bersama
dalam setiap pengoperasiaan UAV
untuk menjaga kedaulatan wilayah
NKRI' khususnya kegiatan patroli di
wilayah perbatasan
Malaysia. ~ Akan  tetapi, tingkat
kepercayaan belum cukup tinggi dalam

Indonesia-

mengatasi permasahan dalam

pelaksanan tugas dilapangan.

Tabel 11. Penilaian Menyeluruh terhadap
Organisational Interoperability
Maturity Model (OIM)

Prepare | Underst com Eth
dness anding mand os
Style
Ditto 1 1 1 1
pad
Skad 1 1 1 1
ud 51
Interoperabilitas kematangan

organisasi Dittopad dan Skadron Udara
51 TNI AU dalam pengoperasian UAV
dalam pengamanan perbatsan dapat
disimpulkan berada pada Level 1
(Adhoc/Cooperative).
menunjukkan bahwa kerangka kerja

Hal tersebut

sudah dimiliki oleh masing-masing
satuan namun belum terencana secara
sinergi yang disebabkan masih adanya
ketidaklancaran dalam komunikasi.
Tingkat interaksi yang dilaksanakan
secara intens dan tinggi dapat
menghasilkan ~ pengetahuan  dan
pengertian yang lebih baik satu sama
lain, peningkatan interoperability dapat
terjadi seiring dengan meningkatnya
komunikasi dengan tujuan dapat
mencapai  tingkat Interoperabilitas
yang tinggi diantara organisasi.
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Tabel 12. Hasil Analisis Organisational Interoperability Maturity Model (OIM)
Skadron Udara 51

Keterampilan
Ops Combain dgn
Latihan

Koordinat Utk
Memperkecil Area
Surveilance

Tugas dan Dilap Ke
Kotas

KESIAPAN PEMAHAMAN GAYA MANAJEMEN SISTEM NILAI
Memiliki doktrin Terjalin Komunikasi Pengambilan Tupok Skadud 51 Bs
satuan Keptsn Sharing Info Dengan

Sat Lain.
Pengalaman Sharing info
ops dilibatkan dilaks dgn Angkt lain | Pembagian Tgjwb
scr manual BKO kpd Gugus

Tabel 13. Hasil Analisis Organisational Interoperability Maturity Model (OIM)
Direktorat Topografi TNI AD

KESIAPAN PEMAHAMAN GAYA MANAJEMEN SISTEM NILAI
Latihan/Penataran Komunikasi : Latihan | Pengambilan Budaya Dn Sistem
Setiap Tahun Satuan Dn Bbrp Keptsn Nilai : Integrasi Dg

Perwira Disampaikan Kpd Sat Pengguna
Pimpinan Info Medan Tekini
Ikut Latgab Sharing Info Duk Pelak Tupok
Hasil Potrud Dg 2pembagian Tgjwb
Trampil Gun Satuan Tni Ad Uav Pamtas Oleh
Multirotor Dan Personel Satgas
Fixwing Perwira Topografi

Dari Tabel tersebut diatas dapat

disampaikan bahwa aspek, Kesiapan,

Pemahaman, Gaya Manajemen dan Sistem
Nilai antara Direktorat Topografi TNI AD
dan Skadud 51 TNI AU secara keseluruhan

interoperability masih berada pada Level 1

(Adhoc/Cooperative).

Hal ini ditandai

dalam kegiatan bersama kurang intens

dan hanya

melaksanakan

tugas

berdasarakan petunjuk umum General

guideline, telah
tentang situasi

terjadi
dan konteks

pengetahuan
operasi

diantara kedua belah pihak dalam batasan

tertertu melalui
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pemanfaatan fasilitas

komunikasi

telepon (Electronic communications and
shared information),

C-BAND/UHF,
Interkom maupun menggunakan saluran

direktif (reporting lines of responsibility).

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitan
dan pembahasan mengenai Penggunaan
Sistem Unmanned Aerial Vehicles Dalam
Wilayah
Indonesia-Malaysia

Pengamanan

Siskom,

cenderung Lebih

Perbatasan
(Studi



Interoperabilitas Skadron Udara 51 TNI AU

dan Direktorat

Topografi TNl AD)

membuktikan bahwa:

1.

Penggunaan pesawat UAV Dittopad
dan Skadron Udara 51 TNI AU dalam
menjaga wilayah perbatasan Indonesia-
Malaysia di dilakukan
melalui kegiatan pengumpulan data,

Kalimantan

pengamatan udara, pengintaian udara,
serta penentuan target. Kemampuan
dan spesifikasi pesawat UAV yang
didukung prosedur
pengoperasian yang baik serta garis
komando dan kendali militer yang
terukur dan ketat, merupakan sarana
yang efektif dalam menjaga dan

dengan

mengawasi wilayah perbatasan negara
serta merupakan perwujudan dari
tugas fungsi  TNI
sebagaimana diatur dalam UU No. 34

pokok  dan

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Level interoperabilitas pengoperasian
UAV antara Direktorat Topografi TNI
AD dan Skadron Udara 51 TNI AU dalam
pengamanan wilayah perbatasan di
Kalimantan diukur dengan
menggunakan model Referensi Level of
Information
(LISI) dari segi prosedur, aplikasi,
infrastruktur dan data diperoleh antara

System Interoperability

lain Level o (Isolated) dari segi data,
Level 1 (Connected) dari segi prosedur
dan aplikasi serta Level 2 (Functional)
dari segi infrastruktur. Beberapa hal
teknis  yang memperkuat hasil
penelitian tersebut bahwa pertama
entry dan re-entry data hasil operasi
pesawat UAV masih dilakukan secara
manual, kedua aspek standarisasi dan

security masih menjadi acuan dan

. Tingkat

Berdasarkan
dilakukan maka saran

ketiga jaringan internet menggunakan
Local Area Network sehingga masih jauh
mencapai tingkat Interoperability yang
diharapkan dan bisa naik ke level 3
(integrated)
sempurna tingkat interoperability yaitu

maupun level yang

level 4 (enterpice).

kematangan Direktorat
Topografi TNI AD dan Skadron Udara 51
TNl AU kerangka kerja
penggunaan UAV berdasarkan
Interoperability Maturity Model (OIM)
baik dari aspek, Kesiapan, Pemahaman,
Gaya Manajemen dan Sistem Nilai

dalam

masih  berada pada Level 1
(Adhoc/Cooperative). Hal ini ditandai
dengan Kesiapan dalam kegiatan

bersama masih sangat jarang dan hanya
melaksanakan tugas-tugas berdasarkan
kepada umum  General
guideline, telah terjadi pemahaman
pengetahuan

konteks operasi diantara kedua belah

petunjuk
tentang situasi dan

pihak dalam batasan tertertu melalui
pemanfaatan fasilitas komunikasi C-

BAND/UHF, Sistem komunikasi
(Siskom), Internal komunikasi
(Interkom) maupun menggunakan
saluran telepon (Electronic
communications and shared
information), gaya manajemen

cenderung lebih direktif (reporting lines
of responsibility) serta system nilai
terdapat sharing tujuan bersama dalam
setiap pengoperasiaan UAV yaitu untuk
menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

Saran

kesimpulan yang telah
yang dapat

diberikan dalam penelitian ini yaitu:
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Saran Praktis

1. Dalam pengamanan wilayah

perbatasan, Kohanudnas dapat
menjadi Kotama TNI yang bertindak
sebagai leading
mensinergikan pengoperasian dan
pengendalian UAV Skadron Udara 51
TNl AU dan Dittopad. Disamping

operasional UAV, perlunya menjalin

sector  guna

sinergi antara pemangku kebijakan,
komandan satuan dan operator UAV di
lapangan sehingga dapat membangun
interoperabilitas teknis yang lebih baik
antara Direktorat Topografi TNI AD dan
Skadron Udara 51 TNI AU.

2. Dalam meningkatkan interoperabilitas
Dittopad dan Skadron Udara 51 TNI AU
menjadi level 4 (Enterprise) antara lain:

a. Mabes TNl membuat Buku Petunjuk
Induk (Bujuk Induk) Pengoperasian
Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)
TNI. Buku tersebut mengatur kerangka
kerja yang menyeluruh berdasarkan
spesifikasi dan kemampuan PTTA yang
dimiliki di masing-masing angkatan.

b. Pengadaan  aplikasi-aplikasi  yang
dimiliki oleh setiap UAV baik di Skadron
Udara 51 TNI AU maupun Direktorat
Topografi TNl AD harus dapat
diintegrasikan dan kompatibel satu
dengan lainnya sehingga hasil yang
diperoleh dapat diakses oleh setiap
angkatan yang mengawaki UAV. Selain
itu aplikasi tersebut dapat terhubung
dengan satelit, dengan memanfaatkan
satelit yang dimiliki Indonesia seperti
BRI Satelit.

3. Perlunya sinergitas antara Direktorat
Topografi TNI AD dan Skadron Udara 51
TNl AU dalam pelaksanaan operasi
maupun latihan dengan menggunakan

pesawat UAV secara bersama-sama
(interoperability) di dalam suatu Joint
Task Force Command (JTFC) terutama di
daerah-daerah perbatasan Indonesia.
Dengan pembentukan Joint Task Force
Command (JTFC) maka adanya suatu

organisasi yang terpadu dimana
pelaksanaan kerangka kerja dalam
pengamanan  perbatasan  dengan

menggunakan UAV dapat terlaksana
tanpa adanya pengalang yang sifatnya
internal  kedua

berkaitan dengan

institusi tersebut.

Saran Teoritis

Diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk
membahas hal-hal yang sifatnya lebih
teknis secara komprehensif dan lengkap
mengenai interoperability dalam
pengoperasian pesawat UAV antara
Direktorat Topografi TNI AD dan Skadud 51
TNI AU terutama di daerah perbatasan
sehingga kajian  tersebut  dapat
memberikan gambaran yang lebih
mendalam mengenai pengoperasian UAV
dalam pengamanan perbatasan Indonesia

demi menegakkan kedaulatan NKRI.
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